BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan seperti yang telah dipaparkan pada bab

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1.

Peran Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Pencegahan Pencemaran

Lingkungan Akibat Limbah Kotoran Babi, adalah:

a.

Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada para peternak babi agar
tidak membuang limbah kotoran secara sembarangan

Menindak tegas atau memberikan sanksi bagi peternak babi yang tetap
bersikeras membuang limbah kotoran babi di sungai atau

sembarangan, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan

Kendala dan solusi bagi Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Pencegahan

Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Kotoran Babi, adalah:

a.

Kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan dan pembinaan
terhadap para peternak babi terkait dengan masalah: keterbatasan
anggaran, keterbatasan personil, dan tingkat kesadaran masyarakat
yang rendah dengan berbagai karakteristik yang dimiliki.

Solusi yang ditempuh untuk mengantisipasi faktor yang menjadi
kendala dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para
peternak babi, yaitu; mengajukan proposal ke pusat (kementerian

lingkungan hidup) ataupun ke provinsi (dinas lingkungan hidup),
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mengusulkan tambahan personil ke BKD dengan latar belakang
pendidikan yang sesuai dengan tupoksi, dan melakukan sosialisasi

secara rutin dengan melakukan pendekatan secara personal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyampaikan beberapa saran

sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah kabupaten Klaten melalui Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, kecamatan dan desa secara proaktif melakukan sosialisasi
dengan pendekatan personal kepada peternak babi untuk mengelola
limbah kotoran babi agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

2. Pemerintah Daerah kabupaten Klaten melalui Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, kecamatan dan desa mendorong, memediasi atau
memfasilitasi para peternak, terutama yang memiliki babi yang sedikit,
secara bergotong royong menyediakan tempat khusus .untuk menampung
limbah kotoran babi, sehingga tidak menimbulkan pencemaran
lingkungan.

3. Para peternak babi harus mempunyai izin dokumen lingkungan dan
pengelolaan limbah kotoran babi agar terciptanya perlindungan

pengelolaan lingkungan hidup dengan baik.
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